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TRANSLITERASI
ARAB-INDONESIA

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 januari 1988 Nomor 158 /1987
dan Nomor 0543.b/U/1987".

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama | Huruf Latin | Keterangan
| alif - Tidak dilambangkan
e ba T
| O ta' t | memeeeee-
} | s § es dengan titik di atasnya |
2 Jim Y
- ha' h ha dengan titik di bawahnya
> kha' kh | e
3 dal d | e
a zal @ ze dengan titik diatasnya
B rd’ R
J zal AR
O sin B o i B T
o syin sy | e
g sad s | es dengan titik di bawahnya
o dad d de dengan titik di bawahnya
| L ta' t te dengan titik di bawahnya

" Team UIl, Mukadimah A [-Qur-an dan Ttyﬁs‘.‘;n’}la, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf), him.
XXi-XXX1.
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3.

e

l 3% za! 7 z¢ dengan ik di bawahnya
¢ ‘ain ' koma terbalik diatas
& gain g | 0 eseeeeemeee
- fa' PO e
3 qar g § 2 e
0| kaf k R
IL J lam R
o mim T -
O nun NS amll —
3 wawu 1Ll R ——
A Ha' A B/ J—
e hamzah : apostrof dipakai diawal kata
S ya y | e
Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

k_'/r’__,_,\__;.-'-r:-ﬂ

o Ac ditulis ‘iddah
Ta’ marbuttah di akhir kata
a. bila dimatikan ditulis h

A ¢ ditulis hibah

A, > ditulis jizyah

ditulis dengan muta ‘agqidin

b. bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

A:J'.s\ dase  ditulis ni‘matullah

- N = (/.
2,2\ 3\ ditulis zakatul-fitrah
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4. Vokal Pendek

——— ( fathah) ditulis a
~_ (kasrah)  ditulisi

(dammah ) ditulis u

5. Vokal Panjang

a. fathah + alif, ditulis a
2= ditulis jahiliyyah
b. fathah + ya mati, ditulis a
(s==3  ditulis yas'a
c. kasrah + ya mati, ditulis T
S__== ditulis maid

d. dammah + wawu mati, ditulis G

UP_C;}B ditulis furud

. Vokal Rangkap

a. fathah + ya’ mati, ditulis ai

R oo diiulisbuingiun

- -

b. fathah + wawu mati, ditulis au

Vil



Jﬁé ditulis gaul
7. Vokal-vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata,dipisah dengan afostrof
rl‘L:u‘:‘h‘ ditulis ¢ ‘antum
e\ ditulis u 'iddat
fﬁ\__.-;‘; ditulis /a’in syakartum
8. Kata Sandang Alif + lam
a. bila diikuti huruf gamariyyah ditulis al-
\_;inJ V' ditulis @/-Qur'an
e L_:M\ ditulis w/-Qivas
b. bila ditkuti huruf syamsiyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah
yang mengikutinya serta menghilangkan huruf I-nya.
“la A ditulis us-sama’
oM ditulis asy-Syams
9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat
LR ard &y > ditulis Zawil-furdd atau zawi al-furud

P o ‘ La,c( ditulis ahlussunah atau ahl as-sunnali

viil
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Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan
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hidayah-Nya, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam
UU No.14 Tahun 1970 (Studi atas Pemikiran Prof. Dr. Mahfud MD).” Penelitian
ini dilakukan sebelum diratifikasinya undang-undang terscbut dengan UU No.35
Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

Da]am‘kesempatan ini, penyusun menyampaikan terimakasih yang tulus
kepada berbagai pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung
dalam membantu penyusunan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. Syamsul Anwar, MA., selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan
Kalijaga, atas bantuanya memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi int
2. Bapak Drs. H. Barmawi Mukri, SH.,, MA., dan Bapak Drs. Kamsi, MA., selaku
dosen pembimbing ‘yang telah banyak memberikan masukan dan koreksi di

berbagai tempat sehingga sangat bermanfaat bagi proses penyusunan skripsi ini.




3. Ayah dan Bunda beserta Adindaku, yang tak henti-hentinya memotivasi dengan
segala kasih sayangnya schingga skripsi ini dapat terselesaikan

4. Dan seluruh mereka vang telah memberikan bantuan kepada penyusun yang jasa-
jasanya tidak bisa penulis sebutkan.

Atas segala keikhlasan dan jasa baiknya, penyusun mengucapkan banyak
terimakasih, dengan iringan do’a semoga bantuan, bimbingan dan arahan vang
diberikan menjadi amal salch dan mendapat balasan dari Allah SWT.

Mengenai skripsi ini, penyusun menyadari masih terdapat banyak kekurangan.
Untuk itu, saran dan masukan dari berbagai pthak benar-benar penyusun harga: dan

harapkan.

Akhirnya hanya kepada-Nya, penyusun memohon ampun dan berserah diri.

Yogyakarta,

Rabi’ al-Akhir 1421 H
)
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4 Juli 2000 M

(Mohanimad [mfﬁn Rosady)
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak lahir di dunia, manusia telah berinteraksi dengan manusia-manusia lain
dalam suatu wadah yang bernama masyarakat. Awalnya dia menjalin hubungan
dengan orang tuanya, dan sémakin meningkat umurnya, semakin luas pula daya
cakup pergaulanya dengan manusia lain", supaya tetap survive dalam hidup maka
diperlukan suatu norma atau aturan hukum, sebab di antara fungsi hukum, di bentuk
untuk menjamin ketertiban dan juga memberikan kepastian dalam kehidupanya.

Fungsi hukum bukan sekedar merupakan kristalisasi dari tata nilai dari
masyarakat yang ada, akan tetapi juga berwujud sebagai kaidah baru untuk merubah
tata nilai tersebut kearah suatu sistem nilai baru yang diinginkan (law 5 « «wul o
social engineering)”, namun muara fungsinya adalah guna melindungi kepentingan
manusia. Kepentingan manusia yang dimaksud, agar tidak terjadi tabrakan --antar
kepentingannya-- yang dapat menimbulkan kekacauan atau anarki dalam kehidupan
bermasyarakat®’

Sebagai makluk yang dinamis, manusia juga senantiasa dihadapkan pada

berbagai macam persoalan, persoalan-persoalan tersebut tentu menuntut adanya suatu

L Soerjono Soekanto, Pokok -pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta : Rajawali Pers, 1997), him.1.

e Moerdiono, Politik Pembangunain Hikum Nasional, (Yogyakarta @ Ul Pers, 1092) him 21

& LT o) i ) Lo SRR SRR . e T i
" uNoud Amanar Noasionnd, Edisi 032, kamis, 27 med 1999, him 11
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penyelesaian, dan tidak sedikit penyelesaian suatu persoalan berujung pada pertikaian
antara individu dengan lainnya, hal ini disebabkan karena tidak adanya kesepakatan
antara para pihak yang bersengketa ( yustiabel ).

Untuk dapat menyelesaikan persoalan, sering diperlukan campur tangan
adanya institusi, khususnya yang memberikan penyelesaian tidak memihak
(impersial), penyelesaian itu tentunya harus didasarkan kepada patokan-patokan yang
berlaku secara obyektif. Fungsi ini lazimnya dijalankan oleh suatu lembaga yang
disebut dengan lembaga peradilan --kekuasaan kehakiman, yang berwenang untuk
melakukan pemeriksaan, penilaian dan memberikan keputusan terhadap konflik.
Wewenang yang demikian itulah disebut dengan kekuasaan kehakiman®, kekuasaan
kehakiman ( judicative powers ) dapat diartikan sebagai sebuah institusi atau lembaga
jika dilihat dari bentuknya, akan tetapi jika dilihat dari kewenangan dalam praktek
lebit dipaudang scvagai sebuah aparatur penegak hukum --dalam hal i seorang
hakim. Maka ide dasar mengenai independensi kekuasaan kehakiman tidak dapat
dipisahkan antara kekuasaan kehakiman sebagai sebuah institusi maupun kekuasaan
kehakiman yang dijelmakan oleh seorang aparatur penegak hukum .

Sementara pembicaraan tentang kemandirian kekuasaan kehakiman (the
Independence of - judicative powers) tak dapat dilepaskan dari i1de negara hukum,

sebab gagasan tentang kemerdekaan yudikatif lahir bersamaan dengan ide gagasan

* Suhrawardi K. Lubis, £ttka Profest Hukum cet 1, (lakarta - Aksara Baru, 1994), him.25,
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negara demokrasi dan negara hukum™. Negara hukum dalam konteks Indonesia
selama ini diambil dari prinsip the rule of law maupun rechstate yang walaupun dari
keduanya terdapat perbedaan yang mencolok”.

Kekuasaan kehakiman (judicative powers) yaitu, kekuasaan yang
berkewajiban mempertahankan undang-undang dan memberikan peradilan kepada
rakyat, badan yudikatiflah yang berkuasa memutuskan perkara, menjatuhkan
hukuman terhadap setiap pelanggaran undang-undang yang telah dijalankan”.
Kekuasaan kehakiman dalam pengertian ini lebih menekankan pada lembaga atau
institusi yang berwenang melakukan fungsi peradilan.

Dalam UUD 1945 pasal 24 ayat (1) disebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman
dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain, badan kehakiman menurut
undang-undang”, dalam penjelasannya bahwa kekuasaan kehakiman adalah
kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah
ataupun kekuatan lain. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam bentuk
undang- undang tentang kedudukan para hakim sebagai syarat untuk mencapai
keputusan yang seadil-adilnya.

Produk hukum yang secara konstitusional berlaku dan mengatur masalah

kekuasaan kehakiman terdapat dalam UU No. 14 tahun 1970 --selanjutnya ditulis

) Mahtud MD, Politik Hukum Untuk Independensi Lembaga Peradilan, Jurnal Hukum, No.
9 Vol. 6/ 1997, him_ 21

® Baca buku Miriam Budiardjo, Dasar-dasar llimu Politik, cet.15 (Jakarta:Gramedia, 1993),

him 56-60. Mahfud MD, Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi, cet.1, (Y ogyakarta : Gama Media, 1999),
him.125-144.

7) s s F i i 4 i
"'CST Kansil, Sistem Pemerimahan Ddonesia, (Jakaria - Aksara Baru, 1985), him. i2



UUPKK, lahir dan munculnya undang-undang ini tentu tidak lepas dari konfigurasi
politik yang mciingkupis), sebab masth dirasa oleh para pakar hukum sangat
kontradiktif dengan aturan yang lebih tinggi.

Kekuasaan kehakiman menurut UUPKK pasal 1 yaitu kekuasaan negara yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia,
sedang kekuasaan kehakiman yang merdeka berarti yang bebas dari campur tangan
pihak kekuasaan atau kekuasaan ekstra yudisiil lainnya”.

Secara teoritis segala intervens: dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain
di luar kekuasaan kehakiman tidaklah dibenarkan --pasal 4 ayat (3), dimaksudkan
supaya pengadilan dapat menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya, terlepas dari
tekanan maupun pengaruh yang menyebabkan para hakim tidak bebas dalam
mengambil keputusan .

Dikaitkan dengan hukum Islam secara eksplisit Islam tidak mengatur tentang
Independensi Kekuasaan Kehakiman --sebagai sebuah institusi-- akan tetapi paling
tidak hal ini telah diatur dalam Islam --hukum Islam-- secara implisit, sebagaimana

tersebut dalam firman Allah SWT :

¥ Pengaruh konfigurasi politik terhadap produk hukum lebih lanjut, baca disertasi Mahtud
MD, Perkembangan Politik Hukum study tentang pengaruh Konfigurasi Politik terhadap karakter
produk fukum di Indonesia, disertasi Doktor,Yogyakarta : UGM | 1993, him. 57.

) Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), cet. 3, (Yogyakarta © Liberty,
1991), him.115.
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Ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan untuk senantiasa menegakkan
keadilan_dan kebenaran --al-Maidah (5) : 8, an-Nisa’(4) : 58, 65, 135-- telah
mengindikasikan adanyﬁ kekuasaan kehakiman dalam Islam. Keadilan dalam Islam
sangatlah ditekankan, sebab Allah dalam kitabnya berulang kali memerintahkan
kepada manusia untuk selalu berbuat adil dalam segala hal --terutama ditujukan
kepada mereka yang memiliki kekuasaan--(al-An’am (6):152). Keadilan merupakan
suatu hal yano konkrit vang diisi dan ditafsirkan dengan menggunakan data dan
pengalaman Indonesia, hal ini berarti, bahwa ukuran-ukuran yang dipakai juga
ukuran Indonesia'?.

Sedang seorang hakim dalam peranannya telah dicampuri oleh pihak atau

lembaga lain, sedikit banyak akan berpengaruh pada keputusan yang dikeluarkan --

tidak adil-- schingga banyak yustiabel yang merasa diperlakukan tidak sama.

9 An-Nisa’(4) : 65

' An- Nisa’(4) : 58

2 Satjipto Rahardjo, Permasalahan Hukum di Indonesia,(Bandung: Alumni, 1983), him. 163



Sebenarnya ada faktor yang lebih essensial jika dikaitkan dengan keputusan yang
dikeluarkan oleh seorang hakim yaitu moral aparat penegaknya, akan tetapi perangkat
aturan dan pribadi hakim ibarat dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan.
Mempertanyakan Independensi kekuasaan kehakiman yang dalam prakteknya
dilakukan oleh seorang hakim termuat dalam undang-undang No.14 tahun 1970
sedikit banyaknya telah disinggung oleh Prof. Dr. Mahfud MD --selanjutnya ditulis
Mahfud MD-- dalam setiap makalah yang dipresentasikan. Penelitian ini disamping
akan menelaah pemikiran Mahfud MD tentang independensi kekuasaan kehakiman

juga akan kami kaitkan dengan Islam --hukum Islam.

B. Pokok Masalah.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok
masalah yang menjadi fokus bahasan dan hendak dijawab dalam penelitian ini
|. Bagaimanakah konsep independensi kekuasaan kehakiman dalam UU No.14
Tahun 1970 menurut Prof, Dr. Mahfud MD dan relevansinya dengan keadilan ?

2. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai hal tersebut ?

C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan ide-ide yang penyusun kemukakan, maka penelitian yang

direncanakan bertujuan :



a. Mengkaji lebih jauh konsep independensi kekuasaan kehakiman dalam UU
No.14 tahun 1970 menurut Prof. Dr. Mahfud MD dan relevansinya dengan
keadilan.

b. Memperoleh gambaran yang jelas tentang independensi kekuasaan
kehakiman menurut hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi iimu
hukum umumnya dan hukum Islam khususnya, terutama yang berkaitan
dengan independensi keknasaan kehakiman dalam UU No.14 tahun 1970.

b. Hasil studi ini kiranya dapat dimanfaatkan oleh institusi atau lembaga terkait,
maupun sebagai studi lanjut bagi para mahasiswa, praktisi hukum dan fihak

fihak yang membutuhkan.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang penelusuran literatur, penelitian ilmiah yang secara konfrehensif
mengkaji tentang /ndependensi Kekuasaan Kehakiman dalam Undang Undang No. 14
tahun 1970 perspektif Hukum Islam belum pernah dilakukan. Sebenarnya masalah
kekuasaan kehakiman pernah dipanelkan di fakultas Hukum UGM pada tanggal 9
Mei 1998 dengan tema Telaah Konfigurasi Politik dan Kekuasan Kehakiman
di Indonesia. Hasil akhir dari panel tersebut di antaranya : Dualisme pertanggung-

jawaban hakim, sistem pengangkatan hakim, status hakim sebagai PNS, adanya mafia



peradilan vang kesemuanya sangat mempengaruhi independensi  kekuasaan
kehakiman.

Sebenarmnya terkait dengan the Independence of judicative powers, IKAHI
(Ikatan Hakim Indonesia) pernah mengusulkan agar di dalam undang-undang yang
baru, agar para hakim dilepaskan dari kedudukannya sebagai Pegawai Negeri, tapi
upaya ini tidak berhasil. Sesungguhnya pembenahan lain yang lebih essensial vaitu
memperbaiki moral para penegak hukum, tapi pelepasan kekuasaan kehakiman secara
struktural (organisatoris, administratif, finansial) menjadi salah satu kunci penting
bagi bebas-merdekanya kekuasaan kehakiman.

Buku-buku yang memuat tentang kekuasaan kehakiman secara umum,
misalnya: Dasar-dasar llmu Politik'® karya Miriam Budiargo, Hukum Tata Negara
Republik Indonesia'®’ karya C.S.T. Kansil, buku Negara Hukum Indonesia Analisis
Yuridis  Nuinawy” Tentang Un,f.'ur-unsurnyam karya Achary, buku Sistem
Pemerintahan dan Lembaga Perwakilan di Indonesia'® karya Bintang R. Saragih,

Bismar Siregar dalam bukunya Bunga Rampai Karangan Tersebar 1'". Buku-buku

¥ Miriam Budiardjo, Dasar..., him.222-231.

" C.8.T. Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, cet.3 (Jakarta : Bumi Aksara,
1989), hin.156-176.

153 - s a “ P . .
' Karya ini merupakan disertasi program doktoralnya pada jurusan ibmu Hukum di
o _ p cisCr prog ya | J
Universitas Indonesia dan sekarang diterbitkan oleh Ul Press dalam sebuah buku.
16 . . . oy i i i ;:
) Bintang R. Saragih, Sistem Pemerintahan dan Lembaga Perwakilan di Indonesia, cet. |,
(Jakarta : Penulis Press, 1985), hlm.56-67

M R % ; ; g
Bismar Siregar, Bunga Rampai Karangan Tersebar 1, cet 2 (jakaria - Rajawali, 1986),
him.39-65.



ini memuat secara global jaminan kekuasan kehakiman yang bebas dan merdeka,
karya Bintang R. Saragih, lebih jauh menjelaskan tentang kekuasaan kehakiman dari
masa penjajahan hingga orde baru yang dikaitkan dengan UUD 1945.

Sebenarnya ada beberapa karya para ulama’ Isiam yang cukup monumental,
yang mencoba mendiskripsikan kekuasaan kehakiman --peradilan-- dalam Islam,
diantaranya : al-Ahkam as-Sultaniyyah® oleh al-Mawardi. Wahbah az-Zuhaili, dalam
kitab al-Figh al-Islam wa ‘adillatuhu’™, buku-buku ini telah melansir berbagai
persoalan tentang peradilan diantaranya, Wilayah al-QOada’ (kekuasaan peradilan),
diatur hal-hal yang menyangkut kewajiban mendirikan pengadilan, mengangkat
hakim dan persyaratan-persyaratannya, wilayah kekuasaan hakim, hukum acara
dalam peradilan, dll. Wilayah al-Mazalim (kekuasaan peradilan khusus, yang
menyangkut penyelesaian perkara penyelewengan pejabat negara). Dalam ketentuan
tentang Wilayah al-Mazalim diatur tentang wilayah kekuasaan hakim a/-Mazalim,
hak dan kewajiban hakim a/-Mazalim, hubungan dan batasan wilayah kekuasaan
antara hakim pengadilan dan hakim a/-Mazalim, dll.

Kitab al-Qada’ fi al-Islam™ yang ditulis oleh Mohammad Salam Madkur,

secara kronologis mendiskripsikan paraktek peradilan pada masa Rasulullah sampai

D Al-Mawardi, al-Ahkam as-Sultaniyyah, alih bahasa Abd Hayyie al-Kattani, Hukum lata
Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran [stam, cet.1, (Jakarta : GIP, 2000), him 132-197.

™ Wahbah al-Zuhaili, a/-Figh al-Istiam wa “adillande, (Beirut © Dar al-Fike, 1989), Vi :
739-789

M Salam Madkur, al-Qada’ fi al-Islam, alih bahasa Imron AM | cet 6. (Surabaya : Bina
lmu, 1923), hlm.34-54
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pada masa Turki Usmani. Sedangkan buku Peradilan dan Hukum Acara Islam™®
karya Hasbi ash-Shiddieqy kurang lebih sejalan dengan karya M. Salam Madkur.

Menurut pengamatan penyusun, dari sekian buku, artikel maupun makalah
yang telah disebut lebih banyak mendeskripsikan tentang kekuasaan kehakiman
(judicative power) ataupun sikap Hakim yang tidak bebas dan tidak merdeka, tetapi
secara umum, sehingga kurang menyentuh pada kajian yang lebih rinci mengenai
pasal-pasal dalam UU No‘. 14 Tahun 1970 yang berkaitan langsung dengan
Independensi kekuasaan kehakiman --kemandirian hakim, terlebih lagi jika dikaitkan
dengan hukum Islam, maka dapat dikatakan masih belum ada satupun karya ilmiah
yang mengkajinva.

Sedangkan makalah dari Mahfud MD, Adi Andjoyo, Moechsan dalam Panel
Forum di Fakultas Hukum, kalaupun telah mencoba memotret tentang
ketidakmandirian hakim, namun sebagaimana layaknya sebuah makalah tidak cukup

memberikan gambaran yang komperehensif.

E. Kerangka Teoretik

Dalam doktrin Trias Politica, baik yang diartikan sebagai pemisahan
kekuasaan maupun dalam arti pembagian kekuasaan, maka Khusus untuk cabang
kekuasaan yudikatif prinsip yang tetap dipegang ialah bahwa dalam setiap negara

hukum badan vudikatif haruslah bebas dari campur tangan eksekutif. Ini

““ Hasbi ash-Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Bandung = Al-Ma’arit, 1987),
him. 10-26.



dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik
Indonesia, sedang kekuasaan kehakiman yang merdeka berarti yang bebas dari
campur tangan pihak kekuasaan atau kekuasaan ekstra yudisul lainn_\':ft %

Secara teoritis segala intervensi dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak fain
di luar kekuasaan kehakiman tidaklah dibenarkan pasal 4 ayat (3), dimaksudkan
supaya pengadilan dapat menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya, terlepas dari
tekanan maupun penganih yang menyebabkan para hakim tidak bebas dalam
mengambil keputusan .

Perbincangan hukum, jika dihubungkan dengan hukum Islam berarti segala
kaidah-kaidah yang mengatur perbuatan manusia serta kasus-kasus yang terjadi ch
dunia (dan akhirat), menurut Islam dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok
besar : Pertama, Hukum yang bersumber Allah SW.T, Kedua, Hukum yang
bersumberkan dari manusia --haik manucia perorangan maupun kela:apok, ini dissbut
at-Tasyri’ al-Wad'F, sesuai dengan apa yang dikemukakan Abd al-Wahab Khallaf :
s 45y sy Bl gy Wl D 8wy 3 sy Lze O O
b i ol 1o 31T el s U)o jime OIS Of g AN o 23

Y g

Sumber pokok hukum Islam (yang berasal dari Allah) hanya satu, yaitu wahyu

baik yang terdapat dalam al-Quran maupun as-Sunnah™”. Hukum lslam vang

D Undang-undang No. 14 Tahun 1970 pasal (1) dan Penjelasannya

' Abd al-Wahab Khallaf, Khwiasah at-Tarikh ar-Tasyri” al-fsfami, alih bahasa A. Aziz
Masvhun, Ringkasan Sejarah Perundang-undargan Ixlam, cel3 | Uakarnta - Ramadant, 1988), him.7.
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dimaksudkan agar badan yudikatif itu dapat berfungsi secara sewajarnya demi
penegakkan hukum dan keadilan scrta menjamin hak asasi manusia™. Independensi
atau kemandirian, kemerdekaan dalam segala hal merupakan subordinat dari hak
asasi yang dimiliki setiap orang.

Setiap manusia memiliki otonomi dalam berkehendak dan memiliki hak-hak
dasar yang tak mungkin dicabut dan dibungkam oleh siapapun, atas dasar itu warga
republik membuat aturan-aturan bersama yang dinamakan hukum, dari yang tertinggi
vaitu konstitusi sampai ketingkat bawahnya seperti, Undang-undang, Peraturan
pemerintah, Kepres di*®.

Dalam konteks Indonesia, bangunan republik ini dipandang sebagai hasii
konstruksi hukum vang dibangun atas kesadaran kolektif rakvat’”, hukum merupakan
bentuk perumusan. kehendak, nilai dan norma masyarakat yang diakui sebagai
kebenaran, hukum memiliki kekuatan secara mutlak, sehingga di mata hukum tidak
ada istilah pengecualian, baik itu menyangkut subjek hukum, proses penerapan
kebijakan hukum maupun prioritas penanganan kasus hukum'”.

Sedangkan rumusan hukum mengenai Kekuasaan kehakiman vaitu kekuasaan

negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum

7 Miriam Budiardjo, Dasar .., him 227

' Jimly ash-Shiddigie, “Mempopulerkan kembali Gagasan Republik diantara Cita-cita
Demokrast dan Nomokrasi”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, No. 04 Th. XXV Agustus 1995,
lm3t2

N Ihid

S5 = _ y s o o o
" Benny Bosu, Rk Pintar Peradilan, cet. ) (Surabaya - Usaha Nasional, 1989), him v
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mengatur tentang /ndependensi Kekuasaan  Kcehakiman  --yang  dijelmakan oleh
scorang hakim-- sccara implisit, yang menctapkan bahwa scorang hakim harus

bersikap imparsial dan senantiasa menegakkan keadilan, firman Allah SWT :

Hb GAEY & s Losd & 4aS2 5 O g0 Y b, 4D
M) | “| ",;SQI...“,)%,.;:EL:\:.—F

dan firman Allah,
O el G 28 13y Llal L1 lan Y1145 5 oS b o)
P s et O 1 Of 4 oSy Lew i1 0 Joally 1 4aSE
as-Sunnah :
 oaad Q;J,,) l:.Jn,-lL';.Lp-';J)_)LJ‘LL'; Ol B o laal
S oS G by 4 ek gl O e s, (g s
6 S G g Je s ) 22 G O 3 Jo LW
Dari keduanya, tentunya membutuhkan suatu jalan guna mendapatkan suatu

penetapan, jalan yang biasa dilalui oleh para ulama' vyaitu ZJjrihdd®”. Dalam

) Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islamcet.7, (Jakarta © Bulan Bintang,

1995), him.54,
' An-Nisa (4) - 63
™ An-Nisd (4) . 58

¥ Abi Abdillah Muhammad Tbn Isma’il al-Bukhari, Sahih al-Bukhari,"Kitab  al-Qada’
(Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), VIII : 231. Hadis dari Buraidah.

D Pengertian ljtihad menurut bahasa ialah pengerahan segala kemampuan untuk
mengerjakan sesuatu yang sulit, sedang menurut istilah pencurahan seorang ahli figh akan
kemampuannya untuk mencari pengertian hukum-hukum syara', Hudari Biek, Usul al-Figh, cel. 5
(Mesir : Maktabah at-Tijarlyah al-Kubra, 1965), hlm.404.



penelitian berbentuk skripsi ini, lebih lanjut penyusun memilih Maslahah Mursalah
scbagat metode beristidial dalam rangka memecahkan persoalan vang ada di
dalamnya. Sebab muara akhir diadakan suatu hukum yaitu kemaslahatan (kebaikan
bersama), dalam hukum positif dikenal dengan mewujudkan keadilan (Gerechtigkeit),
kepastian hukum (Rechtssicherheid), dan memberi manfaat (Zweckmassigkeir)
kepada semuanya’™. Sedang dalam agama Islam tujuan substantif universal
disyari’atkannya hukum-hukum agama adalah mewujudkan kemaslahatan

manusia’”, baik kemaslahatan dalam hidup di dunia maupun di akhirat.

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian yang dilakukan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian
gabungan yaitu penelitian pustaka (/ibrary research) dan wawancara Penelitian
pustaka vang dimaksud menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data vaitu
berusaha melacak tulisan-tulisan yang berkaitan dengan kajian tema ini,
sedangkan wawancara dimaksudkan, langsung mewancarai objek vyang
bersangkutan guna memperkokoh bangunan pemikiran sebaga: produk yang

dinamis.

™ Sudikno Mertokusumo, Mengenal .., him. 134

' Abd al-Wahab Khallaf, “limu Usil ai-Figh, cet. 11, (Kairo Dar al-Qalam. 1341 H),
him 157,



2. Sifat Penelitian
Sifat atau tipe penelitian yang dipakai dalam penulisan ini ialah menggunakan
metode deskriptif analitik. Pada penelitian hukum Islam di Indonesia terhadap
hukum positif, selalu terdapat dualisme sistem yang sulit dipisahkan. Untuk itu
kami berusaha memaparkan dan menggambarkan bangunan pemikiran Mahfud
MD tentang independensi kekuasaan kehakiman (konteks Indonesia) secara
umum, kemudian di lakukan analisis dengan interpretasi substantif Pada
akhirnya akan dijelaskan bagaimanakah konsep Tslam tentang independensi
kekuasaan kehakiman,
3. Teknik Pengumpulan Data
Karena penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka pengumpulan datanya :
a. Studi Dokumenter atau Kepustakaai, ,wiu pongumpulan data melalui
penclusuran terhadap beberapa peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-
arsip, buku-buku hasil karya Mahfud MD dan buku-buku serta tulisan tokoh
lain yang dianggap relevan dengan kajian ini.
b. /nterview: yaitu penelitian yang dilakukan dengan wawancara atau tanva
Jawab secara langsung dengan Mahfud MD.
4. Analisis Data
Data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode-metode

sebagat berikut
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']

a. Metode Deduktif adalah sebuah penarikan kesimpulan dari pernyataan yang

407 :_ 1
', jadi

bersifat umum kepada pernyataan yang bersifat Khusus (individual)
deduktif merupakan pola berfikir yang dimulai pemahaman umum kemudian
disimpulkan dalam pengertian khusus. Metode ini diperuntukkan bagi
pembahasan bab kedua mengenai tinjauan umum kekuasaan kehakiman dan
undang-undang.

. Metode Induktif adalah sebuah logika yang mempelajari cara-cara
penalaran yang benar, berawal dan hal yang khusus vang bersifat boleh jadi
atau mungkin*®, juga fakta-fakta khusus dan peristiwa-penstiwa konknit
kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang khusus mempunyai sifat
umum®®, metode ini dipergunakan dalam pembahasan bab ketiga mengenai

independensi kekuasaan kehakiman dalam Undang-undang No. 14 / 1970

AL L Mahﬂid MD.

>. Metode Interpretatif, dengan metode ini diharapkan dapat memahami

pengaruh atau campur tangan ekstra judisiil lain terhadap independensi

kekuasaan kehakiman.

"7 Muhammad Husni, Pengantar Logika dan Pengembangan Kreatifitas dalam Berfikir,

(Yogyakarta : Gamma Exacta, 1995), him. 38

168

an o i ; i S
Sudarsona. Hwue Lilsafat @ Nwatw Pengantar | cet | (Jakarta - Rineka Cipta, 1993}, him.

42 A 3 i S = 2 = e
= Sutnisno Hady, Merodologi Research, | (Yogyakarta - Fak Psibologi UGN 1003, him 42,



5. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan  yang  dipakai  dalam  penyusunan  skripsi ini adalah
menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif yaitu disamping mengemukakan
independensi kekuasaan kehakiman dalam hukum positif juga berdasarkan teks
normatif' al-Qur'an dan as-Sunnah, sehingga pendekatan tersebut menuju pada

boleh tidaknya sesuatu dilakukan menurut hukum Islam

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing
bab terdiri dari beberapa sub bab, dengan tujuan agar pembahasan skripsi ini tersusun
secara sistematis. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, pokok
masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, telaah pustaka, kerangka teoretik. metode
penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memaparkan secara umum pengertian tentang pokok
permasalahan. Adapun isinya mempunyai tiga sub bab yang terdiri, tinjavan umum
kekuasaan kehakiman di Indonesia, kekuasaan kehakiman dalam Islam dan peraturan
perundang-undangan.

Bab tiga mendeskripsikan tentang independensi kekuasaan kehakiman dalam
UU No.14 Th. 1970 menurut Prof. Dr. Mahfud MD, mempunyai tiga sub bab yaitu,
biografi Mahtud MD, konteks sosial budaya dan independensi kekuasaan kehakiman

dalam UU No. 14 1ahun 1970 menurut Mahfud MD.
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Bab empat akan dipaparkan tentang analisis terhadap independensi
kekuasaan  kehakiman, meliputi  independenst  kekuasaan  kehakiman  dalam
mewujudkan keadilan dan tinjauan hukum Islam terhadap independensi kekuasaan
kehakiman.

Bab lima merupakan penutup, di dalamnya berisi kesimpulan dan saran-

saran.
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PENUTUP

I. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian terhadap independensi kekuasaan kehakiman
yang termuat dalam UU No.14 Tahun 1970 dan ditinjau dari hukum Islam dapat
diambil beberapa kesimpulan : |
1. Independensi kekuasaan kehakiman merupakan syarat mutlak dalam menjaga
obyektifitas keputusan, dalam sembovan impartial judee hakim senantiasa
berpegang pada kebenaran dan keadilan. Tatkala lembaga yudikatif dalam struktur
dan fungsinya telah di intervensi oleh lembaga lain, maka akan sangat
berpengaruh pada keputusan yang diambil, banyak yustiabel yang tak puas akibat
peran hakim yang sudah tidak dapat mengambil keputusan sccaia bobas Jan
merdeka. Seorang hakim memegang tanggung jawab yang besar, untuk itu ia
harus berlaku adil dan obyektif dalam membuat keputusan, sechingga tidak ada
pthak yang merasa dirugikan. Untuk mendapatkan keputusan yang adil dan
obyektif, hakim harus benar-benar terbebas dari pengaruh vang dapat mengurang;
obvektifitasnya. Pengaruh dalam hal ini vaitu intervensi dari lembaga-lembaga
diluar kekuasaan kehakiman --baik dalam hal pertanggung jawaban. organisatoris,
pengangkatan, finansial serta statusnya-- harus benar-benar terlepas dari lembaga

di luar pengadilan.



2. Adapun menurut tinjauan hukum Islam, pasal-pasal yang mengidikasikan tentang
independensi kekuasaan kehakiman sangatlah bersesuatan dengan prinsip Islam itu
sendiri, yaitu bahwa lembaga peradilan merupakan lembaga yang independen dan
tidak dapat dicampuri oleh lembaga lain. Dalam hal pengangkatannya, walaupun
seorang hakim diangkat oleh khalifah —eksekutif, akan tetapi pengangkatan
tersebut tidak berpengaruh sedikitpun pada jalannya peradilan. Sistem ini tentunya
tidak dapat disamakan déngan situasi vang ada di Indonesia yang walaupun

mayoritas penduduknya beragama [slam.

II.  Saran-saran
Setelah terselesaikannya kajian tentang independensi kekuasaan kehakiman
kiranya perlu penyusun kemukakan beberapa saran :

1. Keadilan merupalan “endici dan cita-cita yang sampai saat ini sulit diusahakan,
untuk itu segala upaya yang dapat menghambat terwujudnya Keadilan, perlu Kita
minimalisir secara kolektif. termasuk dalam hal kemandiran kekuasaan
kehakiman.

2. Dalam UU No.14 Tahun 1970, terdapat hal-hal yang dapat menghambat upaya
penegakkan hukum secara adil, maka faktor-faktor ini idak dibenarkan, dan perlu
adanya perubahan --ratifikasi produk perundang-undangan khususnya UU No. 14

tahun 1970,
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